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Penyelenggaraan otonomi daerah di bawah UU No. 32 Tahun 2004 dipandang belum memberikan kejelasan
pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Perubahan otonomi, dari yang
semula sentralistisyang dipraktekkan selama tiga dasawarsa |lebih kekuasaan Orde Barumenjadi
desentralistis, membawa konsekuens perlunyatransisi cara memandang Pusat-Daerah pada konsep
otonomi. Artinyadominasi kekuasaan pusat dan reflek untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi
masih belum sepenuhnya dilepaskan. Ada ketidakrelaan Pusat dalam desentralisasi sehingga kewenangan-
kewenangan strategis yang secaraformal diserahkan kepada daerah pada kenyataannya tetap diintervensi
oleh Pusat. Salah satu contohnya adalah kewenangan penataan ruang. Walaupun UU No. 32 Tahun 2004
menyatakan bahwa penataan ruang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, namun UU No. 26 Tahun
2007 mensyaratkan adanya uji substansi dari Kementerian Kehutanan yang merupakan tangan Pusat secara
sektoral. Uji substansi dimaksud adalah bagian dari proses penyesuaian Perda RTRW terhadap UU No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<br><br>

Penyesuaian Perda RTRW terhadap UU Penataan Ruang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah
diwarnai permasalahan yang rumit, yang bersumber dari ketidaksamaan persepsi antara Pusat dan Daerah
mengenai dasar acuan kawasan dan fungsi ruang. Hal ini mengakibatkan Perda RTRW tidak dapat disahkan
sebagal acuan pengaturan penataan ruang yang berkekuatan hukum tetap. Tawar-menawar perbandingan
luas kawasan hutan dan non hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah cukup menjelaskan
bahwa penyesuaian Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah bermuatan konflik kepentingan.

<br><br>

Melaui metode deskriptif analitik, penelitian ini ingin memetakan konflik yang terjadi sebagai akibat dari
adanya permasal ahan penyesuaian Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa permasalahan proses penyesuaian Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah
mengandung sejumlah konflik yang sangat kompleks, baik konflik dalam proses penyesuaian itu sendiri
maupun konflik yang timbul sebagai ekses akibat belum disahkannya Perda RTRWP. Konflik yang dapat
ditengarai adalah konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, konflik peran Gubernur
sebagai wakil Pusat, konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah
Pusat dengan masyarakat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah
Provins dengan masyarakat, dan konflik internasional dengan daerah.
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